BAB |1
TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1.Pengertian Desa
Berdasarkan Urg ptang desa, Desa adalah
desa dan desa ad ata dengs anjytnya disebut desa,

adalah

asyarakat setempat dalam
sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa terdiri
dari Kepala Desa dan Perangkat Desa, yang meliputi Sekretaris Desa dan
Perangkat lainnya. Kepala Desa adalah pemerintah desa atau yang disebut dengan

nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan

11
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desa. Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan
pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan

masyarakat desa (UU RI No 6 Tahun 2014).

Kepala Desa sebagai bagian integral pembangunan desa, memegang tugas

yang lebih besar termasuk tanggungjgiab kepada masyarakat desa dibanding

pemerintah yang lebih g enang. Sebagai bagian

integral dari pe

T a—— \
..........

langsung dengan pemerir

salah satu bagian dari
pemerintahan desa dan memegang tugas dan kewajiban untuk kelangsungan dan
keberhasilan pemerintahan desa. Kepala Desa menempati posisi tertinggi yang
bukan saja memberdayakan masyarakat melainkan juga menentukan ke arah mana

suatu desa tersebut akan dibawa. Kepala Desa menjadi penting peranannya karena
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dia yang bertugas untuk memimpin dan menggerakkan partisipasi masyarakat

dalam mempercepat pembangunan desa.

Menurut Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014 dijelaskan peran serta
masyarakat dalam melakukan pemantauan dan pengawasan pembangunan dalam

rangka terwujudnya tata kelola pemerjiahan desa yang baik. Masyarakat desa

sebagai pemilik desa 4 atkan informasi tentang

g desa juga dapat

fana yang
bersumber dari runtukkan bagi
desa yang ditransfer dan belanja daerah
kabupaten/kota dan dipergunakan untuk membiayai atau mendanai
penyelenggaraan  pemerintahan, pelaksanaan, pembangunan, pembinaan
kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Alokasi Dana Desa (ADD)

sebagaimana yang di maksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh
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perseratus) dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran
pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus. Secara
terperinci, pengalokasian ADD dalam APBDes harus memperhatikan

penggunaannya dengan persentase anggaran :

1. Paling sedikit 70% (tujuh puluh pegg&atus) dari jumlah anggaran belanja desa

digunakan untuk \ntah Desa, pelaksanaan

pemerintah desa, dengan ACAITS an secara bertahap atau

berdasarkan dengan kemampuan dan kondisi pemerintah daerah. Adapun tujuan

dari alokasi dana desa ini adalah sebagai berikut:

1. Penanggulangan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan.
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2. Peningkatan perencanaan dan penganggaran pelaksanaan pembangunan di

tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat.

3. Peningkatan infrastruktur pedesaan.

4. Peningkatan pendalaman nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka

mewujudkan peningkatan sgsi

desa. Mekanis

berdasarkan dengan kemampUa kabupaten/kota (Nurcholis,

2011).

Rumus pembagian Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Sri (2017)

menggunakan dasar asas adil dan merata, yaitu:
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1. Asas Merata adalah besarnya bagian Alokasi Dana Desa (ADD) yang sama
bagi disetiap Desa atau yang disebut dengan Alokasi Dana Desa (ADD)

minimal.

2. Asas Adil adalah besarnya bagian Alokasi Dana Desa (ADD) yang dibagi

secara proporsional untuk disetiap desa berdasarkan Nilai Bobot Desa yang

dihitung dengan Alokasi Dana Desa

\ dim R deamiwas

seperangkat pro saja yang harus

dipertanggungjawabkan.

Sabeni dan Ghozali (2001) menyatakan akuntabilitas atau
pertanggungjawaban  merupakan  suatu  bentuk  keharusan  seseorang
(pimpinan/pejabat/pelaksana) untuk menjamin bahwa tugas dan kewajiban yang

diembannya sudah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. Akuntabilitas
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dapat dilihat melalui laporan tertulis yang informatif dan transparan (Sujarweni,

2015).

Sulistiyani (2004) dalam Subroto (2009) menyatakan bahwa transparansi
dan akuntabilitas adalah dua kata kunci dalam penyelenggaraan pemerintahan

maupun penyelenggaraan perusahaan y@Rg baik, dinyatakan juga bahwa dalam

akuntabilitas terkandung dan melaporkan segala

ﬁ: kepada pihak

bentuk kegiatan

atasan.

pengelolaan KY
mempunyai i erseblt akan sangat
berpengaruh dalam menentukan keduliukan suatu pemerintah daerah dalam

rangka melaksanakan otonomi daerah.

Menurut Mardiasmo (2002:105) menyatakan ada tiga prinsip utama yang

mendasari pengelolaan keuangan daerah, yaitu:
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1. Prinsip transparansi atau keterbukaan

Transparansi disini memberikan arti bahwa anggota masyarakat memiliki
hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut
aspirasi dan keinginan masyarakat, terutama dalam pemenuhan kebutuhan hidup

masyarakat banyak.

2. Prinsip akuntabili

sumber daya urah. Efisien

adalah penggunaan da Phasilkan sesuatu yang
maksimal atau memiliki daya guna. Efektif dapat diartikan bahwa penggunaan

anggaran tersebut harus mencapai target atau tujuan kepentingan masyarakat.

Sehubungan dengan pentingnya posisi keuangan ini, Kaho (2009) dalam

Subroto (2009) menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak akan dapat
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melaksanakan fungsinya dengan efektif dan efisien tanpa biaya yang cukup untuk
memberikan pelayanan dan pembangunan, dan keuangan inilah yang merupakan
salah satu dasar dari kriteria untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah
dalam mengurus rumah tangganya sendiri. Aspek lain dalam pengelolaan

keuangan daerah adalah perubahan paragigma pengelolaan keuangan itu sendiri,

hal tersebut perlu dilakukag Rgoaran daerah yang benar-

benar mencermi katgaerah itu sendiri

terhadap pe

#Malisme kerja di setiap

organisasi yang bersangkutan.

6. Anggaran daerah harus dapat memberikan Kkeleluasaan bagi para
pelaksananya  untuk  memaksimalkan  pengelolaan dana  dengan

memperhatikan prinsip value for money.
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Keberhasilan akuntabilitas Alokasi Dana Desa (ADD) sangat dipengaruhi
oleh isi kebijakan dan konteks impelementasinya. Namun demikian di dalam
pelaksanaannya sangat tergantung bagaimana pemerintah melakukan pengawasan
dan pembinaan terhadap pengelolaan ADD serta responsif terhadap aspirasi yang

berkembang di masyarakat, dan partjsipasi masyarakat dalam mendukung

keberhasilan program. Degg Riabilitas pengelolaan ADD

pembuatan, dan’pela

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, menjelaskan
bahwa transparan adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur
kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak

untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban
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pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan

ketaatannya pada perundang-undangan.

Transparansi merupakan pelaksanaan tugas dan kegiatan yang bersifat
terbuka bagi masyarakat, mulai dari proses kebijakan, perencanan, pelaksanaan,

pengawasan dan pengendalian yang gwdah diakses oleh semua pihak yang

iliki arti keterbukaan

ﬂ vitas pengelolaan

gan.

membutuhkan informass

organisasi dalam §

S o rab L2214

Kebijakan 1945 telah

mengamanatka Negara dan
penduduk untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dalam rangka pelayanan umum

dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tujuan dari transparansi adalah sebagai berikut:
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1. Untuk menciptakan informasi terbuka luas untuk masyarakat (sebagai data

pemerintah dan pembangunan ekonomi).

2. Untuk membentuk peraturan-peraturan, regulasi dan kebijakan pemerintah
untuk publik baik secara jelas maupun terbuka. Aturan prosedur transparan

mencegah aparatur pemerintah ddl tindakan penyalahgunaan kekuasaan

dengan ketersediagg iliki interpretasi yang

yang transparan

perdampak
bagi orang ba yang lengkap
mengenai apa yang diKe e g eransi menjadi instrumen

penting yang dapat menyelamatkan uang rakyat dari tindakan korup.
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2.1.5. Perencanaan, Pelaksanaan, Pertanggungjawaban, dan Pengawasan

Alokasi Dana Desa (ADD)

Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa
(ADD) berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia

Nomor 113 Tahun 2014 pasal 20, 24 dan 44 tentang Pengelolaan Keuangan

bersama

bulan Oktober

tahun berjalan.

b. Pelaksanaan ADD
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Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan

kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.

Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya

maka pengaturannya di tetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

Semua penerimaan dan pepgalds ebagaimana dimaksud pada ayat

(1) harus didukung

pelaksanaan

1) Lampiran Format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan

APBDesa Tahun Anggaran berkenaan;

2) Lampiran Format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun

Anggaran berkenaan; dan
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3) Lampiran Format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah

yang masuk ke desa.

2.2. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Hasil Penelijd@a Terdahulu

Hasil Penelitian

Akuntab e : : iti ini
Finansial dalam menunjukkan  bahwa
Pengelolaan Pengelolaan akuntabilitas  finansial
Alokasi Dana | Alokasi Dana dalam pengelolaan
Desa (ADD) di | Desa (ADD) ADD mulai dari
Kantor Desa pelaksanaan sampai
Perangkat Selatan dengan pencapaian
Kecamatan hasilnya dapat
Marangkayu dipertanggungjawabkan
Kabupaten Kutai didepan seluruh pihak

Pemerintah Desa,
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Kartanegara
Teguh  Riyanto,
2015

namun belum dapat
dipertanggungjawabkan
kepada seluruh
masyarakat desa

3. | Akuntabilitas
Pengelolaan
Alokasi Dana
Desa (ADD) di
Desa-Desa

Kesejahteraan

Akuntabilitas
, Transparan,
Alokasi Da

4. | Pengaruh
Akuntabilitas Desa,
Pengelolaan Kebijakan
Keuangan Desa,
Alokasi Dana | Kelembagaan
Desa, Kebijakan | Desa, dan
Desa, dan | Kesejahteraa
Kelembagaan n Masyarakat
Desa  Terhadap

Kualitatif

Penelitian ini
menunjukkan  bahwa
pada tahap perencanaan
dan pelaksanaan telah
esuai dengan prosedur

berlaku  dan
laannya telah
; secara
dan

tahap

lebih dari
hh Daerah

Akuntabilitas

pengelolaan  keuangan
ADD, kebijakan Desa,
dan kelembagaan Desa

berpengaruh secara
bersama-sama terhadap
kesejahteraan
masyarakat
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Masyarakat (Studi
Kasus pada Desa
Gubugklakah
Kecamatan
Poncokusumo
Kabupaten
Malang

Justita Dura, 2016

5. | Akuntabilitas s Dilihat  dari  tahap
Pengelolaan perencanaan,
Alokasi : aksanaan, dan

ban
teknis
Qinistrasi
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2.3. Kerangka Pemikiran Teoritis
Bertitik tolak dari uraian pendahuluan dan landasan teori tersebut diatas,

maka dapat dikembangkan model penelitian teoritis sebagai berikut:

UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

P T

PERMENDAGRI No. 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan
Keuangan Desa

S QL

Pengelolaan ADD di tingkat Desa

S-S
NS Xame¥ 7Y

Perencanaan ADD  |d Pelaksanaan ADD i Pertanggungjawaban
ADD

N2 *LnR ) SN

v’ Partisipatif ) v Transparansi v Akuntabilitas

v’ Transparansi | v" Akuntabilitas
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2.3.1. Tahap Perencanaan

Pemerintah Desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai
dengan kewenangannya dengan berpedoman pada perencanaan pembangunan
Kabupaten/Kota. Dalam menyusun perencanaan pembangunan desa, Pemerintah

wajib menyelenggarakan musyawarah. Musyawarah Perencanaan Pembangunan

Desa (Musrenbangdes) & kegiatan dan kebutuhan

lingkungan

berdasarkan kema

3. Pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif.

4. Pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan

ekonomi desa.
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5. Peningkatan kualitas ketertiban, keamanan dan ketentraman masyarakat desa

sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa.

Mekanisme perencanaan pembangunan desa secara kronologis dapat

dijabarkan sebagai berikut:

1. Kepala Desa selaku penangguings pabangunan dan pemerintahan desa

mengadakan mus

penggunaan dana.

Perkenaan. Sekretaris Desa
menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disusun
kepada Kepala Desa. Kepala Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa
tentang APBDesa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan

disepakati bersama. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati
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bersama setidaknya paling lambat bulan Oktober tahun berjalan. Rancangan
Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama yang
disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat atau
sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati bersama untuk dievaluasi.

Bupati/Walikota menetapkan hasil evalyasi Rancangan APBDesa paling lambat

20 (dua puluh) hari Kkerjg Rancangan Peraturan Desa

sah. Selain itu,
penerimaan dan pengelUa N e glnakan sistem akuntansi
yang berterima umum sesuai dengan Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP).
Bendahara dapat menyimpan uang dalam kas desa pada jumlah tertentu dengan

tujuan memenuhi kebutuhan operasional Pemerintah Desa. Pengaturan jumlah
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uang dalam kas desa ditetapkan pada Peraturan Bupati/Walikota disahkan oleh

Kepala Desa.

Pelaksanaan kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam pengelolaan Alokasi
Dana Desa (ADD) sepenuhnya dilaksanakan oleh tim pelaksanaan desa,

selanjutnya guna mendukung keterbukag\dan penyampaian informasi secara jelas

kepada masyarakat, ma an-kegiatan fisik ADD

pengelolaan 08

2.3.3. Tahap pertanggungjawvense

Pertanggungjawaban penggunaan alokasi dana terintregasi dalam
pertanggungjawaban APBDesa kepada tingkat atasannya dilakukan melalui
sistem pelaporan yang dilakukan secara priodik. Laporan pelaksanaan ADD

terdiri dari laporan pendahuluan, laporan masing-masing tahap kegiatan, laporan
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bulanan, dan laporan akhir kegiatan yang disusun secara komprehensif. Semua
penggunaan dana ADD harus dapat dipertanggungjawabkan secara formil maupun

materil, dan Surat Pertanggungjawab (SPJ) disimpan oleh desa sebagai objek

pemeriksaan yang salinannya dikirim ke Kecamatan.




